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  BAB II 

TELAAH PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN 

 

 

A. Bentuk Kepemilikan Usaha 

1. Kepemilikan Usaha  

Salah satu keputusan pertama yang dihadapi seorang wirausahawan sewaktu 

memulai bisnis barunya adalah memilih bentuk kepemilikan bisnis. Sering kali, 

wirausahawan tidak banyak memikirkan pilihan bentuk kepemilikan dan memilih 

bentuk yang populer, meskipun mungkin bukan yang paling cocok untuk 

kebutuhannya. Setiap bentuk kepemilikan memiliki seperangkat keuntungan dan 

kerugian. Kunci untuk memilih bentuk kepemilikan usaha yang baik adalah dengan 

memahami ciri masing-masing dan mengetahui bagaimana bentuk kepemilikan ini 

mempengaruhi hal-hal bisnis maupun pribadi. 

Menurut Thomas W. Zimmerer dan Norman M. Scarborough dalam Yanto 

Sidik Pratiknyo dan Edina Tjahyaningsih Tarmidzi (2002:61), ada beberapa 

pertimbangan yang perlu diperhatikan oleh tiap wirausahawan sebelum 

memutuskan bentuk kepemilikan yaitu :  

1. Pertimbangan pajak 

Perbedaan tarif pajak untuk setiap bentuk kepemilikan, pemerintah yang 

selalu mengubah-ubah peraturan pajak, dan fluktuasi pendapatan dari tahun ke 

tahun menyebabkan pemilik harus menghitung pajak perusahaan sesuai dengan 

pilihan model kepemilikan setiap tahunnya. 

2. Keterpaparan terhadap kewajiban  
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Bentuk-bentuk kepemilikan tertentu memberikan perlindungan yang lebh 

tinggi terhadap kewajiban pribadi sehubungan dengan masalah keuangan, 

produk cacat, dan masalah-masalah lain. Para wirausahawan harus memutuskan 

sejauh mana kesediaan mereka untuk bertanggung jawab secara pribadi 

terhadap kewajiban perusahaan mereka. 

3. Kebutuhan modal awal 

Bentuk-bentuk kepemilikan berbeda kemampuannya untuk mendapatkan 

dana pendirian perusahaan. Tergantung dari berapa banyak modal yang 

diperlukan oleh wirausahawan itu dan di mana ia merencanakan 

memperolehnya, beberapa bentuk lebih unggul dari yang lain. 

4. Pengendalian 

Dengan memilih bentuk kepemilikan tertentu, seorang wirausahawan secara 

otomatis melepaskan beberapa kewenangan dalam mengendalikan 

perusahaannya. Wirausahawan harus memutuskan sejak awal, seberapa banyak 

kewenangan yang rela ia lepaskan pada orang lain untuk mendapatkan bantuan 

dari orang lain dalam mengembangkan usahanya agar berhasil. 

5. Cita-cita bisnis 

Seberapa besar dan seberapa menguntungkan bisnis ini direncanakan oleh 

sang wirausahawan akan mempengaruhi bentuk kepemilikan yang dipilih. 

Bisnis sering kali berubah bentuk kepemilikannya sejalan dengan 

pertumbuhannya, tetapi pindah dari satu format ke format lain dapat sangat 

rumit dan mahal. 

6. Rencana suksesi manajemen 

Sewaktu menentukan bentuk kepemilikan, pemilik bisnis harus melihat ke 

depan sampai ke hari mereka akan menyerahkan perusahaannya pada generasi 
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penerus atau pada seorang pembeli. Beberapa bentuk kepemilikan membuat 

peralihan ini lebih mulus dari yang lainnya. 

7. Biaya pembentukan 

Beberapa bentuk kepemilikan lebih mahal dan memerlukan lebih banyak 

keterlibatan dalam pembentukannya. Seorang wirausahawan harus 

mempertimbangkan antara manfaat dan biaya dari bentuk-bentuk tersebut.   

 

2. Jenis-Jenis, Kelemahan, dan Kelebihan Kepemilikan Usaha 

Menurut Thomas W. Zimmerer dan Norman M. Scarborough dalam Yanto 

Sidik Pratiknyo dan Edina Tjahyaningsih Tarmidzi (2002:61), di Indonesia dan M. 

Fuad, dkk (2000:65) terdapat beberapa bentuk badan usaha yaitu : 

a. Perusahaan Perseorangan 

Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dikelola dan diawasi oleh 

satu orang. Di satu sisi, pengelola perusahaan memperoleh semua keuntungan 

perusahaan, di sisi lain, ia juga menanggung semua risiko yang timbul dalam 

kegiatan perusahaan. 

Kelemahan Perusahaan Perseorangan adalah :  

1) Tanggung jawab tidak terbatas 

Pemilik usaha perseorangan secara pribadi bertanggung jawab atas 

semua utang perusahaan karena dalam perusahaan perseorangan, pemilik 

adalah bisnis itu sendiri. Pemilik usaha perseorangan memiliki semua harta 

perusahaan, dan bila bisnis gagal, kreditor atau pemberi utang dapat 

memaksa pemilik menjual harta-harta ini untuk menutup utangnya. Bila 

masih terdapat sisa utang, kreditor dapat memaksa pemilik untuk membayar 

dengan harta pribadinya.  



9 
 

2) Kemampuan manajemen terbatas 

Seorang pemilik usaha perseorangan mungkin tidak memiliki 

keterampilan yang luas yang diperlukan untuk keberhasilan bisnis. Setiap 

dari kita memiliki bidang-bidang yang telah banyak kita pelajari dari 

pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja. Namun ada bidang-bidang 

lain yang kemampuan kita dalam pengambilan keputusan lemah. Banyak 

kegagalan bisnis terjadi karena para pemilik kekurangan keterampilan, 

pengetahuan, dan pengalaman dalam bidang-bidang yang sifatnya vital 

terhadap keberhasilan bisnis. Pemilik cenderung mengesampingkan 

masalah yang tidak mereka pahami dan merasa tidak nyaman dibandingkan 

dengan masalah yang lebih mudah dipecahkan.  

3) Sulit mengikuti pesatnya perkembangan perusahaan / perusahaan terisolasi 

Menjalankan suatu bisnis sendirian memungkinkan wirausahawan 

menjadi sangat luwes, namun juga membuatnya merasa terisolasi sendiri 

tanpa ada yang dapat didekati untuk membantu memecahkan masalah atau 

memberikan umpan balik atas suatu gagasan baru.  

4) Sumber dana hanya terbatas pada pemilik 

Bila bisnis ini tumbuh dan berkembang, seorang pemilik usaha 

perseorangan biasanya memerlukan tambahan sumber daya keuangan. 

Tetapi banyak pemilik usaha perseorangan telah mempertaruhkan semua 

yang dimilikinya untuk menjalankan bisnis dan telah menggunakan sumber-

sumber daya pribadinya sebagai agunan untuk pinjaman yang sudah 

diambil, yang membuatnya sangat sukar untuk meminta tambahan dana 

lagi. Usaha perseorangan dibatasi sampai seberapa besar modal yang 

dimiliki dan seberapa banyak pinjaman yang dapat diperoleh. 
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5) Risiko kegiatan perusahaan ditanggung sendiri 

Bila pemilik perusahaan meninggal, pensiun, atau sudah tidak mampu 

lagi, bisnis ini secara otomatis berakhir. Perusahaan berada dalam keadaan 

bahaya, kecuali bila ada anggota keluarga atau karyawan dapat mengambil 

alih. 

Kelebihan Perusahaan Perseorangan adalah :  

1) Mudah dibentuk dan dibubarkan 

Salah satu ciri perusahaan perseorangan yang utama yaitu cepat dan 

sederhana perusahaan untuk beroperasi. Wirausahawan cukup mendapatkan 

perizinan yang diperlukan dan langsung beroperasi. Bila wirausahawan 

memutuskan untuk menghentikan kegiatannya, dia dapat cepat menutup 

bisnis ini, meskipun dia masih akan bertanggung jawab atas semua utang 

dan kewajiban yang masih ada. 

2) Pengelolaanya sederhana dan memiliki kewenangan penuh dalam hal 

pengambilan keputusan 

Karena pemilik perseorangan yang sepenuhnya mengendalikan operasi, 

dia dapat memberi tanggapan yang cepat terhadap perubahan, yang 

merupakan modal dalam menyesuaikan dengan perubahan pasar. 

Kebebasan untuk mengatur arah kegiatan perusahaan merupakan daya 

dorong utama. 

3) Tidak ada pembatasan hukum khusus 

Usaha perseorangan merupakan bentuk kepemilikan bisnis yang paling 

sedikit diatur.  

4) Tidak perlu kebijaksanaan pembagian laba 
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Salah satu kelebihan perusahaan perseorangan adalah bahwa segera 

setelah pemilik membayar semua beban perusahaan, dia dapat mengambil 

sisanya yang berupa laba yang sudah dikurangi dengan pajak. Hal itu 

menjadi daya tarik utama. 

 

b. Firma 

Firma adalah bentuk badan usaha yang didirikan oleh beberapa orang 

dengan menggunakan nama bersama atau satu nama digunakan bersama. Dalam 

firma semua anggota bertanggung jawab sepenuhnya baik sendiri-sendiri 

maupun bersama terhadap utang-utang perusahaan kepada pihak lain. Bila 

perusahaan mengalami kerugian akan ditanggung bersama. Kalau perlu dengan 

seluruh kekayaan pribadi mereka. 

Kelemahan Firma adalah : 

1) Utang-utang perusahaan ditanggung oleh kekayaan pribadi para anggota 

firma 

2) Kelangsungan hidup perusahaan tidak terjamin, sebab bila salah seorang 

anggota keluar, maka firma pun bubar. 

Kelebihan Firma adalah :  

1) Proses pendirian relatif mudah 

Pemilik harus memperoleh perizinan bisnis dan menyerahkan formulir-

formulir yang tidak terlalu banyak. 

2) Mempunyai kemampuan finansial yang lebih besar, karena merupakan 

gabungan dari modal yang dimiliki beberapa orang 

Bentuk firma secara nyata memperluas kumpulan modal yang tersedia 

untuk suatu bisnis. Basis aset dari tiap-tiap anggota akan meningkatkan 
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kemampuan bisnis ini untuk meminjam dana yang diperlukan. Harta-harta 

pribadi anggota firma secara bersama-sama akan mendukung kemampuan 

peminjaman yang lebih besar. 

3) Keputusan bersama dengan pertimbangan seluruh anggota firma sehingga 

keputusan-keputusan menjadi lebih baik. 

 

c. Perseroan Komanditer  

Perseroan komanditer dapat dianggap sebagai perluasan bentuk badan usaha 

perseorangan. Perseroan komanditer adalah persekutuan yang didirikan oleh 

beberapa orang (sekutu) yang menyerahkan dan mempercayakan uangnya 

untuk dipakai dalam persekutuan. Para anggota persekutuan menyerahkan 

uangnya sebagai modal perseroan dengan jumlah yang tidak perlu sama sebagai 

tanda keikutsertaan di dalam persekutuan. 

Sekutu pada perseroan dapat dikelompokkan menjadi sekutu komplementer 

dan sekutu komanditer. Sekutu komplementer adalah orang yang bersedia 

memimpin pengaturan perusahaan dan bertanggung jawab penuh dengan 

kekayaan pribadinya. Sedangkan sekutu komanditer adalah sekutu yang 

mempercayakan uangnya dan bertanggung jawab terbatas pada kekayaan yang 

diikutsertakan dalam perusahaan tersebut. 

Kelemahan Perseroan Komanditer adalah :  

1) Tanggung jawab tidak terbatas 

2) Kelangsungan hidup perusahaan tidak terjamin 

3) Sukar untuk menarik kembali investasinya 

Kelebihan Perseroan Komanditer adalah : 

1) Pendiriannya relatif mudah 
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2) Modal yang dapat dikumpulkan lebih banyak 

3) Kemampuan untuk memperoleh kredit lebih besar 

4) Manajemen dapat didiversifikasikan 

5) Kesempatan untuk berkembang lebih besar 

 

d. Perseroan Terbatas 

Perseroan Terbatas adalah suatu badan yang mempunyai kekayaan, hak, 

serta kewajiban sendiri, yang terpisah dari kekayaan, hak, serta kewajiban para 

pendiri maupun para pemilik. Berbeda dengan bentuk badan usaha lainnya, 

Perseroan Terbatas mempunyai kelangsungan hidup yang panjang, karena 

perseroan ini akan tetap berjalan meskipun pendiri atau pemiliknya meninggal 

dunia. 

Tanda keikutsertaan seseorang sebagai pemilik adalah saham yang 

dimilikinya. Makin besar saham yang dimiliki seseorang, makin besar pula 

peran dan kedudukannya sebagai pemilik perusahaan yang menerbitkan saham 

tersebut. 

Tanggung jawab seorang pemegang saham terhadap pihak ke tiga terbatas 

pada modal sahamnya. Dengan kata lain, tanggung jawab pemilik terhadap 

kewajiban-kewajiban finansial perusahaan ditentukan oleh besarnya modal 

yang diikutsertakan pada perseroan. 

Pada Perseroan Terbatas, kekayaan pribadi para pemegang saham maupun 

milik para pimpinan perusahaan itu tidak dipertanggungkan sebagai jaminan 

terhadap utang-utang perusahaan. Sesuai dengan namanya, Perseroan Terbatas, 

keterlibatan dan tanggung jawab para pemilik terhadap utang-piutang terbatas 

pada saham yang dimiliki. 
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Kelemahan Perseroan Terbatas adalah :  

1) Biaya pendirian relatif mahal 

2) Rahasia tidak terjamin 

3) Kurangnya hubungan yang efektif antara pemegang saham 

Kelebihan Perseroan Terbatas adalah :  

1) Kelangsungan hidup perusahaan terjamin 

Kecuali bila dibatasi oleh anggaran dasarnya, perseroan sebagai suatu 

badan hukum tersendiri secara teoritis dapat beroperasi terus-menerus. 

Keberadaan perseroan tidak tergantung pada individu mana pun. 

Kelangsungan hidup yang terus berlangsung ini memberikan keuntungan 

berikutnya–kepemilikan yang dapat dipindahkan.  

2) Terbatasnya tanggung jawab, sehingga tidak menimbulkan risiko bagi 

kekayaan pribadi maupun  kekayaan keluarga pemilik 

Perseroan memungkinkan penanaman modal untuk membatasi 

kewajiban mereka sampai sejumlah investasi mereka.  

3) Saham dapat diperjualbelikan dengan relatif mudah 

4) Kebutuhan kapital lebih besar akan mudah dipenuhi, sehingga 

memungkinkan perluasan-perluasan usaha 

5) Pengelolaan perusahaan dapat dilakukan lebih efisien 

  

e. Koperasi 

Menurut UU No. 17 tahun 2012, Koperasi adalah badan hukum yang 

didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan 

pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, 
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yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan 

budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. 

Tujuan koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggota pada 

khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun 

perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, 

makmur, dan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 

Prinsip Koperasi : 

1) Keanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka  

2) Pengawasan oleh Anggota diselenggarakan secara demokratis 

3) Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi Koperasi 

4) Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan independen 

5) Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Anggota, 

Pengawas, Pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada 

masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan Koperasi 

6) Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat Gerakan 

Koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, 

nasional, regional, dan internasional 

7) Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan 

masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota 
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B. Perpajakan 

1. Dasar-Dasar Perpajakan 

a. Pengertian Pajak 

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pasal 1 ayat (1) yang 

dimaksud dengan pajak adalah : 

“Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau 

badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak 

mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” 

 

Menurut Waluyo (2011:3) ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak 

adalah :  

a. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya 

yang sifatnya dapat dipaksakan. 

b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi 

individual oleh pemerintah. 

c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah. 

d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila 

dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai 

public investment. 

e. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgetair, yaitu mengatur. 
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b. Pengelompokkan Pajak 

Menurut Mardiasmo (2011:5) ada beberapa pengelompokkan pajak 

yaitu 

(1) Menurut Golongan 

a) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak 

dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain, 

misalnya PPh. 

b) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang akhirnya dapat dibebankan atau 

dilimpahkan kepada orang lain, contohnya Pajak Pertambahan Nilai 

(PPN). 

(2) Menurut Sifatnya 

a) Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada 

subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak, 

misalnya PPh. 

b) Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa 

memperhatikan keadaan diri wajib pajak, misalnya PPN dan PPnBM 

(Pajak Penjualan atas Barang Mewah). 

(3) Menurut Pemungutannya 

a) Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya PPh, 

PPN, PPnBM, dan Bea Materai. 

b) Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan 

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contohnya adalah 

pajak reklame serta pajak hotel dan restoran. 
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c. Tarif Pajak 

Tarif pajak adalah tarif untuk menghitung besarnya pajak terutang 

(pajak yang harus dibayar). Besarnya tarif pajak dapat dinyatakan dalam 

persentase. Menurut Waluyo (2011:17), dalam pajak penghasilan, persentase 

tarifnya dapat dibedakan menjadi beberapa tarif sebagai berikut : 

(1) Tarif marginal 

Persentase tarif ini berlaku untuk suatu kenaikan dasar pengenaan pajak. 

Sebagai contoh, tarif pajak penghasilan sesuai Undang-Undang Nomor 36 

Tahun 2008 tentang pajak penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi 

bahwa tarif marginal untuk setiap tambahan penghasilan kena pajak yang 

melebihi 0 samapi Rp 50.000.000,00 sebesar 5% yang diikuti pula untuk 

setiap tambahan penghasilan kena pajak diatas Rp 50.000.000,00 sampai 

dengan Rp 250.000.000,00 dengan tarif marginal 15% dan seterusnya. 

(2) Tarif efektif 

Persentase tarif pajak yang efektif berlaku atau harus diterapkan atas 

dasar pengenaan pajak tertentu. 

 

Ada 4 macam struktur tarif yang berhubungan dengan pola persentase 

tarif pajak yaitu : 

1) Tarif pajak proporsional / sebanding, yaitu persentase tetap terhadap jumlah 

berapapun yang menjadi dasar pengenaan pajak. Contohnya tarif 10% untuk 

PPN. 

2) Tarif pajak progresif, yaitu tarif pajak yang persentasenya menjadi lebih 

besar apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak semakin besar, 

misalnya tarif PPh. 
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3) Tarif pajak degresif, yaitu tarif pajak yang persentasenya semakin menurun 

apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak semakin besar. 

4) Tarif pajak tetap, dalam tarif ini ditetapkan tarif dengan jumlah yang tetap 

(sama besarnya) terhadap berapapun jumlah yang menjadi dasar pengenaan 

pajak. Contohnya tarif bea materai. 

 

d. Asas Pemungutan Pajak 

Asas-asas pemungutan pajak menurut Adam Smith dalam Waluyo 

(2011:13) menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya berdasarkan pada : 

(1) Equality 

Pemnungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu dikenakan 

kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar 

pajak atau ability to pay dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil 

yang dimaksud adalah bahwa setiap wajib pajak menyumbangkan uang 

untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingan dan manfaat 

yang diterima. 

(2) Certainty 

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu 

wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti pajak yang terutang, 

kapan harus dibayar, dan batas pembayaran. 

(3) Convenience 

Kapan wajib pajak itu membayar pajak sebaiknya sesuai dengan saat-

saat yang tidak menyulitkan wajib pajak, sebagai contoh pada saat wajib 

pajak memperoleh penghasilan. Sistem ini disebut Pay As You Earn. 

(4) Economy 
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Secara ekonomi biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban 

pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula 

beban yang dipikul wajib pajak. 

 

Sedangkan asas-asas pemungutan pajak menurut Siti Resmi (2011:10) 

mengemukakan bahwa asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut : 

1) Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal) 

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak 

yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari 

dalam maupun luar negeri. Setiap wajib pajak yang berdomisili atau 

bertempat tinggal di wilayah Indonesia (wajib pajak dalam negeri) 

dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik dari 

Indonesia maupun luar Indonesia. 

2) Asas Sumber  

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di 

wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Setiap orang 

yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas 

penghasilan yang diperolehnya tadi. 

3) Asas Kebangsaan 

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. 

Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan pada setiap orang yang 

bukan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia.  
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2. Pajak Penghasilan 

a. Pengertian Pajak Penghasilan 

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak 

atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Pajak 

penghasilan merupakan pajak langsung yang dipungut pemerintah pusat atau 

merupakan pajak negara. Sebagai pajak langsung, maka pajak penghasilan 

tersebut menjadi tanggung jawab wajib pajak yang bersangkutan, dalam arti 

bahwa pajak penghasilan tidak boleh dilimpahkan kepada pihak lain / 

dimasukkan di dalam kalkulasi harga jual maupun biaya produksi. 

 

(1) Subjek Pajak 

Subjek pajak diartikan sebagai orang atau badan atau pihak yang 

dituju oleh Undang-Undang untuk dikenai pajak. Pajak penghasilan 

dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang 

diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. 

Berdasarkan lokasi geografisnya, subjek pajak dapat dibedakan 

menjadi dua yaitu : 

(1) Subjek Pajak Dalam Negeri 

a) Orang Pribadi 

Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang 

pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan 

puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang 

pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan 

mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.  

b) Badan  
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Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, 

kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria : 

1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

2. Pembiayaannya bersumber dari APBN dan APBD. 

3. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat 

atau pemerintah daerah. 

4. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional 

negara. 

c) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan 

yang berhak. 

Warisan yang belum terbagi yang ditinggalkan oleh orang 

pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri dianggap subjek pajak 

dalam negeri mengikuti status pewaris. Adapun untuk pelaksanaan 

pemenuhan kewajiban perpajakannya, warisan tersebut 

menggantikan kewajiban ahli waris yang berhak. Apabila warisan 

tersebut telah dibagi, maka kewajiban perpajakannya beralih kepada 

ahli waris. 

 

(2) Subjek Pajak Luar Negeri 

a) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 

(seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) 

bulan, dan badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan 

di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan 

melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.  
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b) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 

(seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) 

bulan, dan badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan 

di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari 

Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan 

melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. 

 

(2) Bukan Subjek Pajak 

Yang tidak termasuk subjek pajak adalah : 

(1) Kantor perwakilan negara asing. 

(2) Pejabat-pejabat perwakilan diplomat dan konsulat atau pejabat-pejabat 

lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada 

mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, 

dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak 

menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau 

pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan 

perlakuan timbal balik. 

(3) Organisasi-organisasi internasional dengan syarat Indonesia menjadi 

anggota organisasi tersebut dan tidak menjalankan usaha atau 

melakukan kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan tersebut dari 

Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya 

berasal dari iuran para anggota. 

(4) Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat bukan 

warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau melakukan 

kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari 
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Indonesia. Organisasi internasional yang tidak termasuk subjek pajak 

ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan. 

 

(3) Objek Pajak 

Objek pajak dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan 

dasar untuk menghitung pajak terutang. Objek pajak untuk PPh adalah 

penghasilan. Pengertian penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan 

ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari 

Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau 

untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama 

dan dalam bentuk apa pun.  

Dilihat dari mengalirnya (inflow) tambahan kemampuan ekonomis 

kepada subjek pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi : 

(1) Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas 

seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaries, 

aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya. 

(2) Penghasilan dari usaha dan kegiatan. 

(3) Penghasilan dari modal atau investasi, yang berupa harta gerak ataupun 

harta tidak bergerak seperti bunga, dividen, royalty, sewa, keuntungan 

penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha, dan lain 

sebagainya. 

(4) Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang, hadiah, dan lain 

sebagainya. 
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Selanjutnya dilihat dari penggunaannya (outflow), penghasilan dapat 

dipakai untuk konsumsi dan dapat puka ditabung untuk menambah 

kekayaan wajib pajak. 

Sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan yang 

termasuk penghasilan sebagai objek pajak dengan nama dan bentuk apa pun 

termasuk : 

(1) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang 

diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, 

komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk 

lainnya, kecuali ditemukan lain dalam Undang-Undang Pajak 

Penghasilan. 

(2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan. 

(3) Laba usaha. 

(4) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk : 

(a) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, 

dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal. 

(b) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, 

sekuritas, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan 

badan lainnya. 

(c) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, 

pemecahan, atau pengambilalihan usaha. 

(d) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau 

sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam 

garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan 

pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk 
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koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak 

ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau 

penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. 

(e) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh 

hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau 

permodalan dalam perusahaan pertambangan. 

(5) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai 

biaya, dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. 

(6) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan 

pengembalian utang. 

(7) Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk dividen dari 

perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil 

usaha koperasi. 

(8) Royalty, atau imbalan atas penggunaan hak. 

(9) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. 

(10)Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. 

(11)Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah 

tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 

(12)Keuntungan selisih kurs mata uang asing. 

(13)Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. 

(14)Premi asuransi. 

(15)Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang 

terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. 

(16)Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum 

dikenai pajak. 
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(17)Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah. 

(18)Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang 

mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. 

(19)Surplus Bank Indonesia.  

 

(4) Bukan Objek Pajak 

Pasal 4 ayat (3) terdapat penghasilan yang tidak termasuk kategori 

penghasilan yang dikenakan PPh, yaitu : 

(1) Bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil 

zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh 

Pemerintah dan para penerima zakat yang berhak. 

(2) Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis 

keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan 

pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi 

yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. 

Sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, 

atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan 

(3) Warisan. 

(4) Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau 

sebagai pengganti penyertaan modal. 

(5) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang 

diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari 

Wajib Pajak atau Pemerintah. 
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(6) Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan 

dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi 

dwiguna, dan asuransi bea siswa. 

(7) Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan 

terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha 

Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal 

pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia 

dengan syarat : 

(a)  Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan. 

(b) Bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan 

Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham 

pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh 

lima persen) dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai 

usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut. 

(8) Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya 

telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi 

kerja maupun pegawai.  

(9) Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun 

sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang 

ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.  

(10) Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan 

komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, 

persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi.  

(11) Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura 

berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan 
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menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan 

pasangan usaha tersebut : 

 (a) Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan 

kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan dengan 

Keputusan Menteri Keuangan.  

(b) Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia. 

(12) Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya 

diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri 

Keuangan. 

(13) Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba 

yang bergerak dalam bidang pendidikan dan atau bidang penelitian dan 

pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang 

membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan 

prasarana kegiatan pendidikan dan atau penelitian dan pengembangan, 

dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya 

sisa lebih tersebut. 

(14) Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial kepada wajib pajak tertentu. 

 

b. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) 

Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) merupakan pajak atas penghasilan 

berupa bunga deposito, dan tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham 

dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa 

tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan 

pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
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c. Pajak Penghasilan Pasal 21 

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang 

mengatur pengenaan pajak atas gaji, honorarium, upah, tunjangan, gratifikasi, 

atau bonus dan imbalan lainnya yang diperoleh dari pekerjaan. Secara umum 

bagi wajib pajak yang memperoleh penghasilan dari hubungan kerja akan 

dikenakan pajak penghasilan pada sumbernya. Pajak Penghasilan Pasal 21 akan 

dipotong, disetor, dan dilaporkan oleh pemotong pajak, yaitu pemberi kerja, 

bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan 

penyelenggaraan kegiatan. Tetapi hal ini tidak akan dibahas lebih lanjut karena 

PPh 21 ditanggung oleh perusahaan. 

 

d. Pajak Penghasilan Pasal 22 

Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh 

bendaharawan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, 

instansi, atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya 

berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan badan-badan 

tertentu baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di 

bidang import atau kegiatan usaha di bidang lain. 

Tarif PPh Pasal 22 yaitu : 

(1) Atas impor  

a. yang menggunakan Angka Pengenal Importir (API), 2,5% (dua setengah 

persen) dari nilai impor. 

b. yang tidak menggunakan API, 7,5% (tujuh setengah persen) dari nilai 

impor. 

c. yang tidak dikuasai, 7,5% (tujuh setengah persen) dari harga jual lelang. 
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(2) Atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, Bendahara Pemerintah, 

BUMN / BUMD sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN 

dan tidak final. 

(3) Atas penjualan hasil produksi ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur 

Jenderal Pajak, yaitu : 

a. Kertas = 0.1% x DPP PPN (Tidak Final) 

b. Semen = 0.25% x DPP PPN (Tidak Final) 

c. Baja = 0.3% x DPP PPN (Tidak Final) 

d. Otomotif = 0.45% x DPP PPN (Tidak Final) 

(4) Atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau 

importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas adalah sebagai berikut: 

Catatan: 

Pungutan PPh Pasal 22 kepada penyalur / agen, bersifat final. Selain 

penyalur / agen bersifat tidak final 

(5) Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari 

pedagang pengumpul ditetapkan sebesar 2,5 % dari harga pembelian tidak 

termasuk PPN. 

(6) Atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang 

menggunakan API sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a sebesar 

0,5% (setengah persen) dari nilai impor. 

(7) Atas Penjualan 

a. Pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp 

20.000.000.000,00 

b. Kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp 

10.000.000.000,00 



32 
 

c. Rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya 

lebih dari Rp 10.000.000.000,00 dan luas bangunan lebih dari 500 m2. 

d. Apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau 

pengalihannya lebih dari Rp 10.000.000.000,00 dan / atau luas 

bangunan lebih dari 400 m2. 

e. Kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 

orang berupa sedan, jeep, sport utility vehicle (suv), multi purpose 

vehicle (mpv), minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp 

5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan dengan kapasitas silinder 

lebih dari 3.000 cc. Sebesar 5% dari harga jual tidak termasuk PPN dan 

PPnBM. 

Pemungut PPh Pasal 22 adalah :  

(a) Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, atas impor barang. 

(b) Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Bendahara Pemerintah baik di tingkat 

Pusat ataupun di tingkat Daerah, yang melakukan pembayaran atas pembelian 

barang. 

(c) Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, yang melakukan 

pembelian barang dengan dana yang bersumber dari belanja negara (APBN) 

dan / atau belanja daerah (APBD), kecuali badan-badan tersebut pada butir 4. 

(d) Bank Indonesia (BI), PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), Perum Badan 

Urusan Logistik  (BULOG), PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom),  PT 

Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT Garuda Indonesia, PT Indosat,  PT 

Krakatau Steel, PT Pertamina, dan bank-bank BUMN yang melakukan 

pembelian barang yang dananya bersumber dari APBN maupun non-APBN. 
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(e) Badan Usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri 

kertas, industri baja, dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala 

Kantor Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya didalam negeri. 

(f) Produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas atas 

penjualan bahan bakar minyak, gas, dan pelumas. 

(g) Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, 

pertanian, dan perikanan yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak atas 

pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari 

pedagang pengumpul. 

(h) Wajib Pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat 

mewah. 

Objek PPh Pasal 22 yaitu :  

(1) Impor barang 

(2) Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal 

Anggaran, Bendaharawan Pemerintah baik di tingkat Pusat maupun 

Pemerintah Daerah. 

(3) Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan Badan Usaha Milik 

Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang dananya dari belanja negara 

dan atau belanja daerah. 

(4) Penjualan hasil produksi didalam negeri yang dilakukan oleh badan usaha 

yang bergerak di bidang industri semen, indutri rokok, industri kertas, 

industri baja dan industri otomotif. 

(5) Penjualan hasil produksi yang dilakukan oleh Pertamina dan badan usaha 

selain Pertamina yang bergerak di bidang bahan bakar minyak jenis premix 

dan gas. 
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(6) Pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor industri dan 

eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, 

dan perikanan dari pedagang pengumpul. 

(7) Penjualan barang yang tergolong sangat mewah. 

Yang dikecualikan dari PPh Pasal 22 adalah 

(1) Impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan tidak terutang Pajak Penghasilan. 

Pengecualian ini harus dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas (SKB) 

Pajak Penghasilan Pasal 22 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak. 

(2) Impor barang yang dibebaskan dari bea masuk.  

(3) Dalam hal impor sementara jika pada waktu impornya nyata-nyata 

dimaksudkan untuk diekspor kembali. 

(4) Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 1.000.000,00 dan tidak 

merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. 

(5) Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, listrik, gas, air minum / 

PDAM dan benda-benda pos. 

(6) Atas impor emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang 

perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor. Pengecualian ini harus dinyatakan 

dengan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak Penghasilan Pasal 22 yang 

diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak. 

(7) Pembayaran / pencairan dana Jaring Pengaman Sosial (JPS) oleh Kantor 

Perbendaharaan dan Kas Negara. 

(8) Impor kembali (re-impor), yang meliputi baran-barang yang telah diekspor 

kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang 

yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian, 
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yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea 

dan Cukai. 

(9) Pembayaran untuk pembelian gabah dan / atau beras oleh BULOG. 

 

e. Pajak Penghasilan Pasal 23 

Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan Pajak Penghasilan yang 

mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh 

wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, 

penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong 

pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, yang dibayarkan atau terutang 

oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggaraan 

kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. 

Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah :  

(1) Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas : dividen, bunga, 

royalti, hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya. 

(2) Sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas : 

(a) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, 

kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta 

yang telah dikenai PPh Pasal 4 ayat (2). 

(b) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa 

konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong 

PPh Pasal 21. 
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f. Pajak Penghasilan Pasal 24 

Pajak Penghasilan Pasal 24 adalah pajak yang terutang atau dibayarkan 

di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri 

yang boleh dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh 

penghasilan wajib pajak dalam negeri. Pengkreditan pajak luar negeri tersebut 

dilakukan dalam tahun pajak digabungkannya penghasilan dari luar negeri 

tersebut dengan penghasilan di Indonesia.  

Agar dapat memberikan perlakuan perpajakan yang sama antara 

penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri dan penghasilan yang 

diterima atau diperoleh dari Indonesia, maka besarnya pajak yang dibayar atau 

terutang di luar negeri dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang di 

Indonesia tetapi tidak boleh melebihi besarnya pajak yang dihitung berdasarkan 

undang-undang.  

Untuk menghitung penghasilan pajak penghasilan yang terutang atas 

seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri, 

baik dari dalam negeri maupun luar negeri, maka seluruh penghasilan wajib 

pajak tersebut digabungkan. 

 

g. Pajak Penghasilan Pasal 25 

Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah angsuran pajak penghasilan yang 

harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak.  

Angsuran pajak penghasilan Pasal 25 tersebut dapat dijadikan sebagai 

kredit pajak terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak 

pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) 

Tahunan Pajak Penghasilan. 
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h. Pajak Penghasilan Pasal 26 

Pajak Penghasilan Pasal 26 adalah PPh yang dikenakan / dipotong atas 

penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh Wajib 

Pajak (WP) luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia. Bentuk 

usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya 

dipersamakan dengan subjek pajak badan. 

Negara domisili dari Wajib Pajak luar negeri selain yang menjalankan 

usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, 

adalah Negara tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak luar negeri 

yang sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan tersebut (beneficial 

owner). 

Tarif PPh Pasal 26 : 

(1) 20% (final) dari jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh 

Wajib Pajak Luar Negeri berupa : 

(a) Dividen. 

(b) Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan 

jaminan pengembalian utang. 

(c) Royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan 

harta. 

(d) Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. 

(e) Hadiah dan penghargaan. 

(f) Pensiun dan pembayaran berkala lainnya. 

(g) Premi swap dan transaksi lindung lainnya. 

(h) Keuntungan karena pembebasan utang. 

(2) 20% (final) dari perkiraan penghasilan neto berupa : 



38 
 

(a) Penghasilan dari penjualan harta di Indonesia. 

(b) Premi asuransi, premi reasuransi yang dibayarkan langsung maupun 

melalui pialang kepada perusahaan asuransi di luar negeri. 

(3) 20% (final) dari perkiraan penghasilan neto atas penjualan atau pengalihan 

saham perusahaan antara conduit company atau spesial purpose company 

yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang memberikan 

perlindungan pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan 

yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau BUT di 

Indonesia. 

(4) 20% (final) dari Penghasilan Kena Pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu 

BUT di Indonesia, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di 

Indonesia. 

(5) Tarif berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara 

Indonesia dengan negara pihak pada persetujuan. 

 

i. Deductible Expense dan Non Deductible Expense 

(1) Pengertian Biaya   

Beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto bagi 

wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dapat terbagi dalam 2 

(dua) golongan, yaitu : 

(1) Beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 

(satu) tahun. Dan merupakan biaya pada tahun yang bersangkutan, 

misalnya gaji, biaya administrasi dan bunga, dan sebagainya. 
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(2) Beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) 

tahun, pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau melalui 

amortisasi. 

 

(2) Klasifikasi Biaya  

Pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh wajib pajak dapat 

pula dibedakan menjadi : 

(1) Dalam pasal 6 UU PPh terdapat pengeluaran yang dapat dibebankan 

sebagai biaya (deductible expenses). Yaitu pengeluaran yang 

mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk 

mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan 

objek pajak yang pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun 

pengeluaran atau selama masa manfaat dari pengeluaran tersebut. 

(a) Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, 

termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan 

atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan 

tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, 

biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya 

administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan.  

(b) Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan 

amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya 

lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A.  

Menurut akuntansi, PSAK No 17, penyusutan adalah alokasi 

jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat 
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yang diestimasi. Besarnya penyusutan untuk periode akuntansi 

dibebankan ke pendapatan baik secara langsung maupun tidak 

langsung. Aktiva yang disusutkan adalah aktiva yang diharapkan 

untuk digunakan selama lebih dari satu periode akuntansi, memiliki 

suatu masa manfaat terbatas, ditahan oleh perusahaan untuk 

digunakan dalam produksi atau memasok barang dan jasa untuk 

disewakan atau tujuan administrasi. 

Masa manfaat diukur dengan periode suatu aktiva yang 

diharapkan digunakan oleh perusahaan, sedangkan jumlah yang 

dapat disusutkan adalah biaya perolehan suatu aktiva atau jumlah 

lain yang disubtitusikan untuk biaya dalam laporan keuangan 

dikurangi nilai sisa. Metode penyusutan menurut akuntansi 

komersial berdasarkan kriteria waktu : 

1. Metode garis lurus 

2. Metode jumlah angka tahun 

3. Metode saldo menurun 

Amortisasi terjadi pada aktiva tidak berwujud yang berarti 

penentuan harga perolehan aktiva tak berwujud dan pengakuan 

beban periodik karena adanya penurunan masa manfaatnya. Masa 

amortisasi tidak lebih dari 40 tahun. Yang termasuk dalam aktiva tak 

berwujud adalah seperti hak paten, hak cipta, dan goodwill. 

Menurut aspek perpajakan, berdasarkan penjelasan pada 

pasal 11 ayat (2) UU PPh : penyusutan atas pengeluaran untuk 

pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta 

berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna 
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bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan 

digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara 

penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun 

dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa 

manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut. 

Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) selain bangunan, dapat juga dilakukan dalam 

bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung 

dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan 

pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus 

dengan syarat dilakukan secara taat asas. Untuk menghitung 

penyusutan dan masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud 

ditetapkan sebagai berikut : 

 

Tabel 2.1 

Masa Manfaat dan Tarif Penyusutan Harta Berwujud 

Kelompok Harta Berwujud Masa Manfaat 

Tarif Penyusutan 

Garis Lurus Saldo Menurun 

1. Bukan Bangunan    

    Kelompok 1 4 Tahun 25% 50% 

    Kelompok 2 8 Tahun 12,5% 25% 

    Kelompok 3 16 Tahun 6,25% 12,5% 

    Kelompok 4 20 Tahun 5% 10% 

2. Bangunan    

    Permanen 20 Tahun 5% - 
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    Tidak Permanen 10 Tahun 10% - 

 

Menurut UU PPh Pasal 11 A, amortisasi adalah pengeluaran 

untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya 

termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, 

hak pakai, dan goodwill yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 

tahun yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan 

memelihara penghasilan dilakukan dalam bagian-bagian yang sama 

besar atau dalam bagian-bagian yang menurun selama masa 

manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas 

pengeluaran tersebut atau atas nilai sisa buku dan pada akhir masa 

manfaat di amortisasi sekaligus dengan syarat dilakukan dengan taat 

asas. Amortisasi dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, 

kecuali untuk bidang usaha tertentu yang diatur lebih lanjut dengan 

Peraturan Menteri Keuangan. 

 

Tabel 2.2 

Masa Manfaat dan Amortisasi Harta Tak Berwujud 

Kelompok Harta Tak Berwujud Masa Manfaat 

Tarif Amortisasi 

Garis Lurus Saldo Menurun 

Kelompok 1 4 Tahun 25% 50% 

Kelompok 2 8 Tahun 12,5% 25% 

Kelompok 3 16 Tahun 6,25% 12,5% 

Kelompok 4 20 Tahun 5% 10% 
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(c) Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh 

Menteri Keuangan. 

(d) Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan 

digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, 

menagih, dan memelihara penghasilan.  

(e) Kerugian dari selisih kurs mata uang asing.  

(f) Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di 

Indonesia.  

(g) Biaya bea siswa, magang, dan pelatihan. 

(h) Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat : 

(i) Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi 

komersial. 

(ii) Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan 

Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) 

atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang / 

pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang 

bersangkutan. 

(iii)Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus.  

(iv)Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat 

ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak. 

(i) Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang 

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 

(j) Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur 

dengan Peraturan Pemerintah. 
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(k) Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan 

Peraturan Pemerintah. 

(l) Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur 

dengan Peraturan Pemerintah. 

 

(2) Dalam pasal 9 UU PPh terdapat pengeluaran yang tidak dapat dibebankan 

sebagai biaya (non-deductible expenses). Yaitu pengeluaran untuk 

mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan 

merupakan objek pajak atau pengeluaran dilakukan tidak dalam batas-batas 

yang wajar sesuai dengan adat kebiasaan pedagang yang baik. 

(a) Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, 

termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada 

pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. 

(b) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi 

pemegang saham, sekutu, atau anggota.  

(c) Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali: 

(i) Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha 

lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, 

perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang. 

(ii) Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial 

yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 

(iii)Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan. 

(iv) Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan. 

(v)  Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan. 
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(vi) Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan 

limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri. 

(d) Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi 

dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang 

pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut 

dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan.  

(e) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang 

diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan 

makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau 

imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan 

yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau 

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.  

(f) Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang 

saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai 

imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.  

(g) Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, 

kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf 

i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil 

zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh 

pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi 

pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga 

keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang 

ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. 

(h) Pajak Penghasilan.  
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(i) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi 

Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.  

(j) Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau 

perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.  

(k) Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi 

pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-

undangan di bidang perpajakan. 

 

j. Perhitungan Pajak Pada Akhir Tahun 

Pelunasan pajak pada akhir tahun berjalan merupakan angsuran 

pembayaran pajak yang matinya boleh diperhitungkan dengan cara 

mengkreditkan terhadap PPh yang terutang untuk tahun pajak yang 

bersangkutan. Untuk pelunasan pajak yang bersifat final tidak dapat dikreditkan 

dengan PPh terutang.  

Kredit pajak yang dapat dikurangkan terhadap pajak yang terutang pada 

akhir tahun adalah Pajak Penghasilan yang telah dilunasi dalam tahun berjalan 

oleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk badan usaha tetap, baik yang dibayar 

sendiri oleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tersebut atau pun 

yang dipotong serta dipungut oleh pihak lain, yang berupa : 

(1) Pemotongan pajak penghasilan atas penghasilan dari pekerjaan, jasa, atau 

kegiatan (PPh Pasal 21). 

(2) Pemungutan pajak penghasilan atas penghasilan dari kegiatan di bidang 

impor atau kegiatan usaha di bidang lain, dan pembayaran atas penyerahan 

barang kepada badan pemerintah (PPh Pasal 22). 
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(3) Pemotongan pajak penghasilan atas penghasilan dari modal atau 

penggunaan harta oleh orang lain, jasa, hadiah, dan penghargaan (PPh Pasal 

23). 

(4) Pelunasan pajak penghasilan di luar negeri atas penghasilan di luar negeri 

(PPh Pasal 24). 

(5) Pembayaran sendiri oleh wajib pajak (PPh Pasal 25) untuk setiap masa 

pajak. 

(6) Pemotongan pajak penghasilan atas penghasilan yang terutang atas wajib 

pajak luar negeri (PPh Pasal 26). 

(7) Pemotongan atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-

tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di 

bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah atau bangunan 

serta penghasilan tertentu lainnya (PPh Pasal 4 ayat (2)). 

Hasil pengurangan pajak penghasilan yang terutang pada akhir tahun 

pajak dengan kredit pajak untuk pajak yang bersangkutan akan berakibat : 

(1) Pajak yang terutang lebih kecil daripada kredit pajak. 

Apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak lebih kecil 

daripada kredit pajak, maka setelah dilakukan pemeriksaan, kelebihan 

pembayaran pajak dikembalikan setelah perhitungan dengan utang pajak 

berikut sanksi-sanksinya. 

(2) Pajak yang terutang lebih besar daripada kredit pajak. 

Apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak lebih kecil 

daripada kredit pajak, maka kekurangan pajak yang terutang harus dilunasi 

selambat-lambatnya tanggal 25 bulan ke tiga setelah tahun pajak berakhir, 

sebelum surat pemberitahuan tahunan disampaikan. Apabila tahun buku 
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sama dengan tahun takwim, maka kekurangan pajak tersebut wajib dilunasi 

selambat-lambatnya tanggal 25 Maret setelah tahun pajak berakhir, 

sedangkan apabila tahun buku tidak sama dengan tahun takwim, maka 

kekurangan pajak wajib dilunasi selambat-lambatnya tanggal 25 September. 

(3) Pajak yang terutang nihil. 

Hasil pengurangan pajak penghasilan yang terutang pada akhir tahun 

pajak dengan kredit pajak untuk tahun pajak yang bersangkutan dapat pula 

mengakibatkan pajak penghasilan yang terutang menjadi “nihil”, artinya 

jumlah pajak penghasilan yang terutang pada akhir tahun pajak sama 

dengan jumlah kredit pajak untuk tahun pajak yang bersangkutan. Meskipun 

pajak penghasilan yang terutang “nihil”, kepada wajib pajak tetap 

diwajibkan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan. 

 

3. Laporan Keuangan 

a. Definisi Laporan Keuangan 

Laporan keuangan merupakan produk yang dihasilkan dari akuntansi 

yang berisi informasi tentang prestasi di masa lampau dan dapat memberikan 

petunjuk untuk penetapan kebijakan di masa yang akan datang dan disajikan 

pada akhir periode untuk disampaikan kepada pihak manajemen. Laporan 

keuangan dapat dibedakan menjadi laporan keuangan komersial dan laporan 

keuangan fiskal. Kedua laporan tersebut menggambarkan tentang kegiatan dan 

kondisi keuangan perusahaan dan yang membuatnya berbeda karena laporan 

keuangan komersial cenderung untuk pihak eksternal. 
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b. Laporan Keuangan Komersial 

Laporan keuangan komersial adalah laporan yang menyajikan neraca 

dan perhitungan laba rugi suatu badan usaha. Laporan keuangan ini disusun 

berdasarkan prinsip akuntansi yang diterima secara umum. Di Indonesia, 

laporan keuangan disusun dengan Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI). Lpaoran 

keuangan yang disusun dengan PAI berbeda dengan laporan keuangan yang 

disusun dengan ketetntuan perpajakan. Manajemen perusahaan bertanggung 

jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan perusahaan. 

 

c. Laporan Keuangan Fiskal 

Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun khusus 

untuk kepentingan perpajakan dengan mengindahkan semua peraturan 

perpajakan maka laporan ini dinamakan laporan keuangan fiskal. 

 

4. Rekonsiliasi Laporan Keuangan Komersial dengan Fiskal 

Dalam perpajakan dikenal juga istilah rekonsiliasi fiskal, yang dimaksudkan 

untuk meniadakan perbedaan antara laporan keuangan komersial (yang disusun 

berdasarkan prinsip akuntansi) dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

Rekonsiliasi fiskal biasanya dilakukan oleh fiskus pada waktu pemeriksaan pajak 

atau dilakukan oleh akuntan dalam rangka menghitung PPh tahunan terutang. 

Rekonsiliasi fiskal memiliki tujuan untuk menghitung PKP atau rugi fiskal yang 

dapat dikompensasi. Atas perbedaan tersebut akan dilakukan koreksi fiskal, 

sehingga disusun laporan keuangan fiskal. Koreksi fiskal dibagi menjadi dua yaitu : 

a. Koreksi fiskal positif atau koreksi positif 
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Adalah koreksi atas laporan keuangan komersial supaya sesuai dengan 

prinsip UU PPh, sehingga menyebabkan jumlah penghasilan kena pajak (PKP) 

membesar. 

b. Koreksi fiskal negatif atau koreksi negatif  

Adalah koreksi atas laporan keuangan komersial supaya sesuai dengan 

prinsip UU PPh, sehingga menyebabkan jumlah penghasilan kena pajak (PKP) 

mengecil. 

 

5. Perbedaan Laporan Keuangan Komersial dengan Fiskal 

Adapun perbedaan antara laporan keuangan komersial dengan laporan 

keuangan fiskal terdapat pada : 

a. Tujuan 

Laporan keuangan komersial dibuat dengan tujuan untuk menghitung laba 

bersih dengan mengukur kinerja perusahaan untuk mengambil keputusan yang 

tepat bagi kemajuan perusahaan. Laporan keuangan fiskal dibuat dengan tujuan 

untuk menghitung penghasilan kena pajak untuk kemudian digunakan untuk 

menghitung besarnya pajak terutang. 

b. Akibat Penyimpangan 

Laporan keuangan komersial yang dibuat menyimpang dari prinsip atau 

dasar penyusunan (SAK) dapat menyebabkan pengambilan keputusan 

manajemen yang tidak tepat dan berpengaruh pada performa perusahaan. 

Sedangkan laporan keuangan fiskal yang menyimpang dari Undang-Undang 

atau aturan pelaksanaan perpajakan dapat membuat perusahaan terkena sanksi 

administrasi berupa denda atau sanksi pidana berupa kurungan atau penjara.  

c. Perbedaan Pengakuan Penghasilan dan Beban 



51 
 

Perbedaan pengakuan penghasilan dan beban dapat disebabkan karena 

adanya ketidaksesuaian antara prinsip Standart Akuntansi Keuangan yang 

digunakan untuk menyusun laporan keuangan komersial dengan peraturan 

pajak yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan fiskal.  

 

C. Tarif Pajak 

1. Orang Pribadi 

Tarif pajak orang pribadi yaitu : 

   5% untuk penghasilan Rp 0,00 - Rp 50.000.000,00 

 15% untuk penghasilan Rp 50.000.000,00 - Rp 250.000.000,00 

 25% untuk penghasilan Rp 250.000.000,00 - Rp 500.000.000,00 

 30% untuk penghasilan diatas Rp 500.000.000,00 

Akan tetapi sebelum dihitung berapa pajak terutang, orang pribadi 

mendapat fasilitas pengurangan yaitu PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) 

artinya pengurangan terhadap penghasilan bruto orang pribadi. 

Mulai tahun 2009, besarnya PTKP yaitu : 

 Rp 15.840.000,00 untuk diri wajib pajak orang pribadi. 

 Rp 1.320.000,00 tambahan untuk wajib pajak yang kawin. 

 Rp 15.840.000,00 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung 

dengan penghasilan suami 

 Rp 1.320.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga 

semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat serta anak angkat yang 

menjadi tanggungan sepenuhnya (maksimal 3 orang). 

Tetapi mulai tanggal 1 Januari 2013, besarnya PTKP yaitu : 

 Rp 24.300.000,00 untuk diri wajib pajak orang pribadi. 
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 Rp 2.025.000,00 tambahan untuk wajib pajak yang kawin. 

 Rp 24.300.000,00 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung 

dengan penghasilan suami 

 Rp 2.025.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga 

semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat serta anak angkat yang 

menjadi tanggungan sepenuhnya (maksimal 3 orang). 

 

2. Badan 

Tarif pajak PPh badan sampai dengan tahun 2009 yaitu sebesar 28%. Tetapi 

mulai tahun 2010, tarif pajak PPh badan yaitu sebesar 25%. 

Menurut pasal 31E UU PPh, wajib pajak badan berhak mendapatkan 

fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% dengan syarat wajib pajak badan dalam 

negeri memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 yang 

dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan 

Rp 4.800.000.000,00 
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D. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

Perhitungan Pajak Penghasilan UD Dharma 

Cipta Jaya (OP) Tahun 2012 

Perhitungan Pajak Penghasilan jika UD 

Dharma Cipta Jaya tidak ingin mengubah 

bentuk usaha  

Perhitungan Pajak Penghasilan jika UD 

Dharma Cipta Jaya mengubah bentuk usaha 

menjadi PT 

 

Analisis Perbedaan Pajak Penghasilan dari 3 

bentuk badan usaha yaitu UD, CV, dan PT 

 

Memilih bentuk badan usaha yang tepat di 

antara UD, CV, dan PT 

 

Perhitungan Pajak Penghasilan jika UD 

Dharma Cipta Jaya mengubah bentuk usaha 

menjadi CV 


